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SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran I huruf CC Nomor 2 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertambangan mineral

dan batubara merupakan kegiatan dalam ruang lingkup

urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi;

b. bahwa sesuai Lampiran I huruf CC Nomor 2 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah

Kabupaten tidak memiliki kewenangan lagi untuk

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan

pertambangan mineral dan batubara, maka Gubernur
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Banten melalui Keputusan Gubernur Nomor

:188.342/Kep.374-Huk/2016 telah membatalkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara;

c. bahwa sebagai tindaklanjut dari Pembatalan Peraturan

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara oleh Gubernur Banten, perlu dilakukan

pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebak

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Peraturan

Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah

Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
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Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011

Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal 18 September 2017

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN :

( 7, 29/2017)


